
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa
anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum
berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Setiap tahun, ribuan anak menjadi
tahanan dan narapidana yang mendekam di lembaga pemindanaan khusus anak, lembaga
pemasyarakatan, dan lembaga pemasyarakatan perempuan. Berdasarkan data, jumlah tahanan
dan narapidana anak sejak tahun 2016 hingga 2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2016
sebanyak 906 orang dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 1.697 orang. Tahun 2023 ini
angkanya diperkirakan terus meningkat. Per bulan Agustus saja angkanya sudah mencapai
1.467 orang. Kasus yang melibatkan anak bermasalah dengan hukum paling tinggi terjadi pada
kasus asusila, pencurian, narkotika, dan kasus-kasus lain seperti penganiayaan, senjata
tajam/senjata api, kriminal umum, dan pembunuhan. Kasus-kasus tersebut ditengarai dipicu
oleh faktor lingkungan dan media sosial (medsos). Fakta ini  dipertegas lagi melalui hasil uji
statistik yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menemukan
bahwa tindak kejahatan yang dilakukan anak yang menjadi penghuni Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA) disebabkan oleh beberapa faktor seperti pergaulan, kemiskinan, dan
medsos.

Perlakuan yang berbeda terhadap anak yang bermasalah dengan hukum tetap saja akan
mempertaruhkan masa depan anak meskipun diperlakukan berbeda dengan
tahanan/narapidana orang dewasa dan mendapatkan pembinaan khusus. Tinggal dalam waktu
tertentu di lembaga pembinaan khsusus anak (LPKA) membawa dampak negatif bagi tumbuh
kembang anak dan rentan akan tindak kekerasan. Salah satu masalah yang akan dihadapi anak
yang bermasalah dengan hukum adalah anak akan terpapar sistem peradilan pidana. Hal ini
akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, serta menghalangi anak
dari berbagai pilihan hidup. Tidak hanya itu, adanya stigma negatif terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum justru berpotensi membuat anak akan kembali terlibat dalam tindak
kejahatan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, perlu ada perbaikan mendasar dalam memperlakukan anak bermasalah
dengan hukum dalam upaya menyelamatkan anak dari persoalan hukum. Anak sebagai
personal yang rentan sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang tua, keluarga,
dan lingkungan. Anak yang bermasalah dengan hukum juga perlu mendapatkan pembinaan
sosial untuk mengembangkan pribadi dan hidup bermasyarakat. Aktivitas yang bisa diterapkan
pada anak yang bermasalah dengan hukum adalah, antara lain, memfasilitasi bimbingan
tentang cara hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama,
kesusilaan, dan etika pergaulan, atau jika memungkinkan dapat memfasiltasi pertemuan
dengan keluarga korban dalam  rangka menjaga kesehatan mental anak.

Memenjarakan anak seharusnya menjadi tindakan yang paling akhir dilakukan. Jika masih ada
ruang pembebasan seharusnya hal tersebut dapat diutamakan. Penggunaan nama lembaga
pembinaan hanyalah eufemisme bahasa, yang sekedar memperhalus makna, karena pada  
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UPAYA PELINDUNGAN ANAK
 YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM
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Sumber

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia (KemenPPPA RI) untuk melakukan kebijakan dalam rangka
peningkatan fasilitas bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik
dengan mendasarkan pada norma-norma agama, kesusilaan, dan etika
pergaulan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Selain adanya
peningkatan fasilitas bimbingan, pemerintah juga harus mampu mamenuhi
hak narapidana anak, yaitu hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi,
hak pendidikan, hak makan dan minum, dan hak tempat tinggal yang lebih
layak.
Pemerintah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan
pendamping/pekerja sosial, serta membangun infrastruktur yang dibutuhkan
dalam rangka menunjang pemenuhan hak-hak anak yang bermasalah dengan
hukum.

Meningkatnya kasus anak yang bermasalah dengan hukum menjadi bukti bahwa
faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan keluarga belumlah memadai untuk tumbuh
kembangnya anak menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu, dalam menjalankan
fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat meminta:

1.

2.A
te

ns
i D

PR

Is
u 

Se
pe

ka
n

 B
id

an
g 

Ke
sr

a,
 K

om
is

i V
III

A
gu

st
us

M
in

gg
u 

ke
-5

 (2
8 

Ag
us

tu
s 

s.
d.

 3
 S

ep
te

m
be

r 2
02

3)
 

kenyataannya anak akan tetap mendekam di sebuah penjara. Jadi, anak-anak yang ditempatkan
di tempat tersebut harus tetap mendapatkan pembinaan dengan pola yang tepat. Jangan
sampai ada stigma negatif bahwa anak dimasukkan ke tempat yang sudah  tidak ada harapan
atau menggolongkan mereka menjadi golongan orang yang paling buruk. Di sini kita perlu
menyadari pentingnya kasih sayang dalam menghadapi anak yang bermasalah dengan hukum
karena hampir semua anak yang bermasalah dengan hukum berawal dari kurangnya kasih
sayang.
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